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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Berbuat baik kepada siapa saja, entah orang lain akan menjahati kita. Tetaplah 
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1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 
segala rahmat dan hidayah-Nya. 
2. Ayah dan Ibu serta Kakak maupun Adek 
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Limbah merupakan suatu hal yang semakin lama dapat mengancam kelestarian 
lingkungan hidup, salah satunya adalah limbah cair hasil dari pelaku usaha 
perorangan maupun badan. Oleh karena itu dalam pengelolaan limbah cair harus 
sesuai dengan standar yang ada, dalam hal ini membutuhkan peran pemerintah 
untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Peran pemerintah dalam hal ini 
adalam memberikan izin mengenai pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh 
pelaku usaha perorangan atau badan yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair. Izin 
tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang berisikan 
syarat-syarat yang digunakan sebagai standar untuk pembuangan maupun 
pengelolaan limbah cair. Izin yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tersebut 
apabila dilanggar akan mendapatkan sebuah sanksi. 
 



































The waste is a case which slowly threatens the sustainability of the environment, 
one of waste is the liquid waste which is produced by individual business entities 
and agencies. Therefore, in the management of liquid waste have to be in 
accordance with existing standards, in this case requires the role of the 
government in order to implement it appropriate with the role. The role of the 
government in this case is donor permit about the disposal of liquid waste which 
is carried out by individual business entities or agencies, namely Permits of 
Liquid Waste Disposal. That permit is issued by an official functionary contains 
the conditions which is used as a standard to be the disposal and the management 
of liquid waste. When it is infringed by violator, they will get a sanction. 
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